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BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR 56 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 50 TAHUN 2019 

TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN BIAYA 

PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertimbangkan kenaikan harga 

barang dan penambahan kebutuhan barang Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Pati, maka Peraturan 

Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar 

Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati 

Tahun 2020 perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati 

Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga 

dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang   

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam   

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang . . . 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2004 Nomor  126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan . . . 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah 

Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 

tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2020; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020; 

18. Peraturan . . . 
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 

23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 

21); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102); 

21. Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2019 tentang 

Standar Satuan Harga Biaya dan Kegiatan Pemerintah 

Kabupaten Pati Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten 

Pati Tahun 2019 Nomor 51);  

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 50 TAHUN 2019 

TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN BIAYA 

PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati 

Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga dan 

Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020 (Berita 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 51) diubah 

sebagai berikut : 

1. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52203; 

Belanja Jasa Kantor, kegiatan 52203.8; Belanja 

Sertifikasi/Hak Paten/HAKI/Tera; setelah uraian 

kegiatan 52203.8.167; Test Kit Phospat, ditambah 2 (dua) 

uraian kegiatan yaitu 52203.8.168 dan 52203.8.169 

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 

lampiran Peraturan Bupati ini. 

2. Ketentuan . . . 
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2. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52203; 

Belanja Jasa Kantor, kegiatan 52203.30; Belanja Jasa 

Lainnya; setelah uraian kegiatan 52203.30.18; Belanja 

Jasa Lainnya paket 18, ditambah 5 (lima) uraian kegiatan 

lagi yaitu 52203.30.19 sampai dengan 52203.30.23 

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 

lampiran Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52215; 

Belanja Perjalanan Dinas, setelah kegiatan 52215.2; 

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, setelah uraian 

kegiatan 52215.2.92; Perjalanan Dinas Luar Daerah – 

Sewa Kendaraan Dalam Kota – Luar Jawa, ditambah 5 

(lima) uraian kegiatan lagi yaitu 52215.2.93 sampai 

dengan 52215.2.97 sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 

4. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52220; 

Belanja Pemeliharaan, Kegiatan 52220.4; Belanja 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, setelah uraian 

kegiatan 52220.4.4325; Perawatan Lampu Hias Wayang, 

ditambah 4 (empat) uraian kegiatan lagi yaitu 

52220.4.4326 sampai dengan 52220.4.4329 sehingga 

menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran 

Peraturan Bupati ini. 

5. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52226; 

Belanja Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas 

Ujian, kegiatan 52226.1; Belanja Narasumber/Tenaga 

Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian, setelah uraian kegiatan 

52226.1.107; Honorarium Tim Ahli Cagar Budaya, 

ditambah 2 (dua) uraian kegiatan lagi yaitu 52226.1.108 

sampai dengan 52226.1.109 sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan 

Bupati ini. 

6. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52328; 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat 

Rumah Tangga, kegiatan 52328.6; Belanja Modal 

Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga 

(Home Use), uraian kegiatan 52328.6.9, 52328.6.10, 

52328.6.11, 52328.6.43 diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan 

Bupati ini. 

7. Ketentuan . . . 
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7. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52328; 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat 

Rumah Tangga, kegiatan 52328.6; Belanja Modal 

Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga 

(Home Use), setelah uraian kegiatan 52328.6.183; 

Werriles 1 salon seri 7900, ditambah 4 (empat) uraian 

kegiatan lagi yaitu 52328.6.184 sampai dengan 

52328.6.187 sehingga menjadi sebagaimana tercantum 

dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 

8. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52334; 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat 

Kedokteran, kegiatan 52334.8; Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin – Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah, 

uraian kegiatan 52334.8.20 diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan 

Bupati ini. 

9. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52334; 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat 

Kedokteran, kegiatan 52334.13; Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin – Pengadaan Poliklinik Set, uraian kegiatan 

52334.13.23 dan 52334.13.91 diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan 

Bupati ini. 

10. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52334; 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat 

Kedokteran, kegiatan 52334.16; Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin – Pengadaan Alat Kedokteran Jantung, uraian 

kegiatan 52334.16.4 diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan 

Bupati ini. 

11. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52334; 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat 

Kedokteran, kegiatan 52334.20; Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin – Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat, 

uraian kegiatan 52334.20.38 diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 27 September 2019 

BUPATI PATI, 

Ttd. 

HARYANTO 

 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal 27 September 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

Ttd. 

SUHARYONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


